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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi
pelayanan publik serta strategi penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung
pelayanan berbasis digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Camplong, Kabupaten Sampang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model
interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pelayanan publik
melalui pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem
Informasi Wakaf (SIWAK), serta berbagai aplikasi administrasi berbasis
elektronik mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses
administrasi, memperkuat transparansi informasi, meningkatkan akuntabilitas
layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keagamaan.
Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi masih menghadapi sejumlah
kendala, terutama rendahnya literasi digital sebagian masyarakat serta
keterbatasan kualitas infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Untuk

mengatasi hambatan tersebut, KUA Kecamatan Camplong menerapkan berbagai
strategi penguatan kapasitas aparatur, antara lain melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan pembelajaran
kolaboratif antarpegawai guna meningkatkan kompetensi digital dan kualitas pelayanan. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan ketersediaan teknologi
dalam mendukung keberhasilan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas
sumber daya manusia menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang efektif, inklusif, dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Pelayanan Publik, Kapasitas Aparatur, Transformasi Digital, Pelayanan Keagamaan, Kantor
Urusan Agama (Kua)

Abstract: of civil servants in supporting digital-based services at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) of
Camplong District, Sampang Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth
interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display,
and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of public service digitalization through the utilization of the
Marriage Management Information System (SIMKAH), the Wagqf Information System (SIWAK), and wvarious electronic
administrative applications has improved service efficiency, accelerated administrative processes, enhanced information transparency,
increased service accountability, and expanded public access to religious services. However, the implementation process still faces
several challenges, particularly the limited digital literacy of some community members and the uneven quality of internet network
infrastructure. To address these challenges, the KUA of Camplong District has implemented various capacity-building strategies for
its personnel, including training programs, technical guidance, workshops, and collaborative learning among staff to improve digital
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competencies and service quality. The findings reveal that the competence of public servants plays a more decisive role than the
availability of technology in ensuring the success of digital public service transformation. Therefore, strengthening human resource
capacity is a strategic factor in achieving effective, inclusive, and sustainable digital public services.

Keywords: Public Service Digitalization, Civil Servant Capacity, Digital Transformation, Religious Services, Office Of Religious
Affairs (KUA)

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir
telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital kini
tidak lagi dipandang sebagai sekadar alat bantu administratif, melainkan telah menjadi
bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif,
efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan
perkembangan tersebut, berbagai instansi pemerintah mulai bertransformasi dari sistem
pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis digital yang mampu memberikan
kemudahan akses serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat turut didukung oleh
meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Tingginya tingkat pemanfaatan internet
menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam
berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mengakses informasi dan layanan publik.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk terus
mengembangkan pelayanan publik berbasis digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat
yang semakin dinamis. Data mengenai perkembangan pengguna internet di Indonesia.

Peningkatan jumlah pengguna internet menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan
berbasis digital.
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Gambar 1. Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2018-2025
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), data diolah peneliti, 2026

Data yang disajikan pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna
internet di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.
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Pada tahun 2018 jumlah pengguna internet tercatat sebanyak 171,2 juta jiwa, kemudian
meningkat menjadi 229,4 juta jiwa pada tahun 2025. Selain itu, tingkat penetrasi internet
nasional telah mencapai 80,66% dari total populasi penduduk Indonesia. Kondisi ini
menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah terkoneksi dengan teknologi digital
dan terbiasa memanfaatkan layanan elektronik dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh
sebab itu, pengembangan pelayanan publik berbasis digital menjadi kebutuhan yang
semakin penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kemudahan
akses layanan bagi masyarakat.Di Indonesia, upaya transformasi digital dalam sektor
pemerintahan diperkuat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan ini menjadi
pijakan bagi seluruh lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke
dalam berbagai proses administrasi dan pelayanan publik. Melalui penerapan SPBE,
pemerintah berupaya menciptakan layanan yang lebih berkualitas, mudah diakses, serta
mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis di era digital.

Upaya transformasi digital di sektor pemerintahan Indonesia diperkuat melalui
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi
seluruh instansi pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses
administrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui implementasi SPBE,
pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih mudah diakses,
cepat, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.
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Gambar 2. Perkembangan Indeks SPBE Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPANRB), data diolah peneliti, 2026

Perkembangan penerapan SPBE menunjukkan tren yang positif. Peningkatan indeks
SPBE dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas
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pemanfaatan teknologi digital pada tata kelola pemerintahan. Sebagaimana terlihat pada
Gambar 2, nilai indeks SPBE nasional meningkat dari 2,18 pada tahun 2019 menjadi 3,05
pada tahun 2023. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi telah menjadi
bagian penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan.

Sejalan dengan implementasi SPBE, berbagai instansi pemerintah terus
mengembangkan pelayanan berbasis digital. Menurut Pandowo et al. (2023), digitalisasi
pelayanan publik merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam penyelenggaraan layanan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem digital,
proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diubah menjadi
layanan elektronik yang lebih cepat, mudah diakses, dan mampu memberikan pengalaman
pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berinteraksi langsung dengan
masyarakat, Kementerian Agama juga melakukan berbagai inovasi dalam bidang
pelayanan berbasis teknologi. Inovasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), serta berbagai
aplikasi administrasi digital lainnya. Kehadiran sistem tersebut memberikan manfaat
dalam mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pengelolaan data, dan
mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan serta informasi keagamaan. Selain
itu, digitalisasi layanan juga berkontribusi dalam mengurangi kesalahan administrasi yang
kerap terjadi pada sistem pelayanan manual.
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Gambar 3. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Alur
Pendaftaran
Sumber: Screenshot dari website Kemenag RI, 2026
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Gambar 4. Tampilan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan alur penggunaan
Sumber: Screenshot dari website Kemenag RI, 2026

Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan implementasi digitalisasi pelayanan
keagamaan melalui aplikasi SIMKAH dan SIWAK. SIMKAH digunakan untuk mendukung
proses pencatatan pernikahan secara elektronik mulai dari tahap pendaftaran hingga
penerbitan dokumen resmi, sedangkan SIWAK berfungsi sebagai sistem informasi yang
mendukung pendataan dan pengelolaan aset wakaf secara digital. Kehadiran kedua
aplikasi tersebut mencerminkan upaya transformasi digital yang dilakukan Kementerian
Agama dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akurasi pengelolaan
data pelayanan keagamaan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat dapat
memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan terintegrasi.

Meskipun berbagai inovasi digital telah diterapkan, keberhasilan transformasi
pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan.
Faktor sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan
implementasi layanan digital dapat berjalan secara optimal. Penelitian Zaenal (2021)
menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi digital aparatur dapat menjadi hambatan
dalam penyelenggaraan pelayanan elektronik. Temuan tersebut diperkuat oleh Marfu'ah et
al. (2022) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor
penting dalam keberhasilan digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, Aziz dan Safitri (2023)
menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan utama agar
transformasi digital dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang
maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai digitalisasi pelayanan
publik masih didominasi oleh pembahasan mengenai aspek teknologi dan inovasi sistem
pelayanan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara
digitalisasi pelayanan dan penguatan kapasitas aparatur, terutama pada lembaga
pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, masih relatif terbatas. Padahal, aparatur
memiliki peran strategis dalam memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara efektif
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sekaligus membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan
layanan digital. Oleh karena itu, kajian mengenai keterkaitan antara transformasi digital
dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi penting untuk dilakukan.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Penerapan layanan digital di instansi ini telah
memberikan dampak positif terhadap proses administrasi pelayanan keagamaan.
Penggunaan aplikasi SIMKAH dan SIWAK terbukti mampu mempercepat proses
pelayanan sekaligus meningkatkan akurasi pengelolaan data. Namun demikian,
implementasi pelayanan digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan
jaringan internet di beberapa wilayah serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, aparatur tidak hanya berperan sebagai penyelenggara layanan,
tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan
layanan digital secara optimal.

Keberhasilan implementasi pelayanan digital di KUA Kecamatan Camplong tidak
hanya bergantung pada keberadaan teknologi yang digunakan, tetapi juga ditentukan oleh
kualitas dan kompetensi aparatur yang mengoperasikannya. Untuk mendukung
keberhasilan transformasi digital, berbagai program peningkatan kapasitas aparatur terus
dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, serta pembelajaran
kolaboratif antarpegawai. Upaya tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap
adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman secara
mendalam mengenai implementasi digitalisasi pelayanan publik serta strategi penguatan
kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung penyelenggaraan layanan
berbasis digital. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai
fenomena yang terjadi di lapangan secara komprehensif, termasuk proses pelaksanaan
pelayanan digital, hambatan yang muncul selama implementasi, serta berbagai upaya yang
dilakukan aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya dalam menghadapi
transformasi digital. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Camplong telah mengimplementasikan berbagai
layanan digital, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem
Informasi Wakaf (SIWAK), sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.
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Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling,
yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan
penelitian. Informan yang terlibat meliputi Kepala KUA Kecamatan Camplong, pegawai
yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pelayanan digital, serta masyarakat
yang pernah menggunakan layanan berbasis digital di lingkungan KUA. Pemilihan
informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam
mengenai pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik serta berbagai strategi yang diterapkan
dalam penguatan kapasitas aparatur.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam
terkait implementasi pelayanan digital, pengalaman aparatur dalam menjalankan layanan,
serta pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Observasi
dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelayanan dan penggunaan
teknologi digital dalam proses administrasi keagamaan. Adapun dokumentasi digunakan
sebagai sumber data pendukung melalui pengumpulan berbagai dokumen, arsip, laporan
kegiatan, foto, serta dokumen lain yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik dan
pengembangan kapasitas aparatur.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan
oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi
data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi
data, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang
diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah
dikondensasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan identifikasi
pola, hubungan, dan makna dari temuan penelitian. Tahap terakhir dilakukan melalui
proses penarikan serta verifikasi kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Untuk
memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber
dan triangulasi teknik dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari
berbagai informan serta hasil yang diperoleh melalui beragam metode pengumpulan data,
sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan
Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

Implementasi digitalisasi pelayanan publik di KUA Kecamatan Camplong
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan layanan. Transformasi digital tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan
berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi, antara lain Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta
aplikasi Srikandi yang mendukung administrasi perkantoran dan pengelolaan arsip secara
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elektronik. Penggunaan berbagai platform digital tersebut mampu mempercepat proses
pelayanan, meningkatkan akurasi administrasi, serta mendukung pengelolaan data yang
lebih sistematis dan terintegrasi.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Camplong menunjukkan bahwa
digitalisasi telah diterapkan pada berbagai jenis layanan administrasi yang tersedia.
Implementasi tersebut diwujudkan melalui penggunaan SIMKAH dalam pelayanan
pencatatan dan pendaftaran pernikahan serta SIWAK dalam pengelolaan layanan wakaf.
Pemanfaatan kedua sistem tersebut menunjukkan adanya integrasi teknologi informasi ke
dalam proses administrasi pelayanan. Dengan dukungan sistem digital, tahapan pelayanan
mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih
terstruktur sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi
sebagai media penyimpanan data, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari
keseluruhan proses pelayanan. Sebelum penerapan sistem digital, pengelolaan administrasi
dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan
berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Setelah digitalisasi diterapkan, data
masyarakat dapat tersimpan secara terorganisasi dan mudah diakses kembali ketika
diperlukan.

Berdasarkan hasil observasi, penggunaan sistem digital turut mengurangi beban
administratif aparatur serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengolahan data.
Temuan ini sejalan dengan pandangan Pandowo et al. (2023) yang menyatakan bahwa
digitalisasi pelayanan publik berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi melalui
penghematan waktu, tenaga, dan biaya, serta meningkatkan efektivitas pelayanan melalui
pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal. Dengan demikian, digitalisasi yang
diterapkan di KUA Kecamatan Camplong terbukti memberikan kontribusi positif terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Selain meningkatkan efisiensi, penerapan digitalisasi pelayanan juga berkontribusi
terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Melalui sistem digital yang
digunakan, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi terkait
prosedur, persyaratan, serta tahapan pelayanan. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat
Pandowo et al. (2023) yang menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu
mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat akuntabilitas penyelenggara layanan.

Dari perspektif akuntabilitas, seluruh aktivitas pelayanan terdokumentasi secara
elektronik sehingga memudahkan proses pengawasan, evaluasi, dan pelacakan data. Setiap
tahapan pelayanan yang dilakukan dapat ditelusuri kembali melalui sistem yang tersedia.
Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi
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juga sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pelayanan yang lebih transparan, tertib,
dan bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Camplong, implementasi
SIMKAH dan SIWAK telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh
informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan. Selain itu, seluruh aktivitas
pelayanan yang dilakukan melalui aplikasi tersebut tersimpan dalam sistem sehingga
memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi, pengawasan, serta penelusuran data
apabila diperlukan.

Hasil observasi memperkuat temuan tersebut. Peneliti menemukan bahwa layanan
administrasi nikah dan wakaf telah memanfaatkan sistem digital dalam proses pengelolaan
data, sementara informasi terkait prosedur pelayanan disampaikan secara terbuka kepada
masyarakat. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh data pelayanan
tersimpan secara elektronik dalam sistem sehingga setiap proses memiliki rekam jejak
administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ini sejalan dengan indikator transparansi dan akuntabilitas yang
dikemukakan oleh Nggilu (2023), yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi
pelayanan dapat dilihat dari keterbukaan informasi kepada masyarakat serta kemampuan
sistem dalam mendokumentasikan seluruh proses pelayanan secara sistematis. Oleh karena
itu, pemanfaatan SIMKAH dan SIWAK tidak hanya meningkatkan akses informasi publik,
tetapi juga memperkuat akuntabilitas aparatur melalui pengelolaan data yang lebih tertib
dan terstruktur.

Aksesibilitas Layanan Digital

Dari aspek aksesibilitas, digitalisasi pelayanan telah memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memperoleh informasi maupun memanfaatkan berbagai layanan yang
tersedia di KUA Kecamatan Camplong. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan
bahwa kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital masih beragam
sehingga belum seluruh pengguna layanan dapat mengakses sistem secara optimal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat masih
menjadi salah satu tantangan dalam implementasi pelayanan berbasis teknologi. Walaupun
berbagai layanan telah didigitalisasi melalui SIMKAH dan aplikasi pendukung lainnya,
sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan layanan secara
mandiri. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kemampuan digital di
kalangan masyarakat yang membutuhkan pendampingan dari aparatur pelayanan.

Temuan tersebut didukung oleh hasil observasi yang memperlihatkan bahwa
sebagian masyarakat lebih memilih meminta bantuan petugas dibandingkan melakukan
pengisian data secara mandiri melalui sistem digital. Selain itu, kualitas jaringan internet
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yang belum stabil di beberapa wilayah juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran
akses terhadap layanan digital.

Dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa berbagai inovasi digital, seperti
penggunaan SIMKAH dan Tanda Tangan Elektronik (TTE), telah diterapkan dalam proses
administrasi pelayanan. Namun demikian, keterbatasan kemampuan pengguna dalam
memanfaatkan teknologi menyebabkan pendampingan oleh petugas masih diperlukan. Hal
ini menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan digital tidak hanya bergantung pada
ketersediaan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh tingkat literasi digital masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Pandowo et al. (2023) yang menegaskan
bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan tidak hanya diukur dari keberadaan sistem

digital, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya
secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi aspek
penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan berbasis teknologi.

Responsivitas Aparatur

Responsivitas aparatur merupakan salah satu faktor utama yang mendukung
keberhasilan implementasi pelayanan digital di KUA Kecamatan Camplong. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa aparatur memiliki kemampuan adaptasi yang baik
terhadap perubahan sistem pelayanan berbasis teknologi. Selain menjalankan fungsi
administratif, aparatur juga berperan aktif dalam memberikan informasi, arahan, dan
pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan
layanan digital.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Camplong, aparatur
secara aktif memberikan bantuan kepada masyarakat melalui penjelasan prosedur
pelayanan, pendampingan pengisian data, serta pengarahan terkait penggunaan sistem
digital. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat tetap
memperoleh layanan yang optimal tanpa terhambat oleh keterbatasan kemampuan
teknologi.

Temuan observasi menunjukkan bahwa aparatur memberikan respons yang cepat
ketika masyarakat mengalami kendala dalam penggunaan layanan digital. Petugas tidak
hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memastikan pengguna layanan
memahami tahapan dan prosedur yang harus dilakukan. Sikap responsif tersebut tercermin
dari kesediaan aparatur untuk memberikan informasi dan solusi secara langsung kepada
masyarakat.

Dokumentasi penelitian juga memperlihatkan keterlibatan aktif aparatur dalam
mendukung penggunaan aplikasi SIMKAH dan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Peran
aparatur tidak hanya sebatas operator sistem, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu
masyarakat dalam mengakses layanan digital secara efektif.
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Temuan ini sejalan dengan pandangan Pandowo et al. (2023) yang menyatakan
bahwa responsivitas aparatur merupakan kemampuan penyelenggara layanan dalam
merespons kebutuhan, keluhan, dan permasalahan masyarakat secara cepat dan tepat.
Dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, keberadaan aparatur yang responsif menjadi
faktor krusial karena teknologi yang tersedia memerlukan dukungan sumber daya manusia
yang mampu memfasilitasi pengguna layanan. Dengan demikian, peran aparatur yang
responsif dapat membantu mengurangi kesenjangan digital sekaligus meningkatkan
efektivitas penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, implementasi digitalisasi pelayanan publik di KUA Kecamatan
Camplong telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pemanfaatan teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas,
transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, serta responsivitas pelayanan. Meskipun masih
dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama terkait literasi digital masyarakat dan
kualitas infrastruktur jaringan, penerapan pelayanan berbasis digital telah menjadi langkah
strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, adaptif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur merupakan elemen
fundamental dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pelayanan publik.
Aparatur dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis dalam pengoperasian teknologi,
tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan serta keterampilan memberikan
pelayanan yang profesional dan responsif kepada masyarakat. Dalam perspektif Hayat
(2014), kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia
yang menjalankan layanan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Camplong secara aktif
melaksanakan berbagai program pengembangan kapasitas aparatur untuk mendukung
pelayanan berbasis digital. Program tersebut meliputi pelatihan, seminar, workshop,
bimbingan teknis (bimtek), serta kegiatan pembelajaran kolaboratif antarpegawai. Berbagai
kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam menghadapi
perkembangan teknologi yang terus berubah.

Kepala KUA Kecamatan Camplong menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas
aparatur dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai program yang difasilitasi oleh
Kementerian Agama. Program tersebut dirancang untuk memperbarui pengetahuan dan
keterampilan aparatur, khususnya dalam pengoperasian aplikasi pelayanan digital dan
pengelolaan administrasi berbasis teknologi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis tidak hanya
meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam menggunakan aplikasi seperti SIMKAH
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dan SIWAK, tetapi juga memperkuat kemampuan adaptasi terhadap perkembangan
teknologi. Dengan kompetensi yang memadai, aparatur mampu memberikan pelayanan
yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain melalui program formal, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui
mekanisme pembelajaran informal berupa kolaborasi dan berbagi pengetahuan
antarpegawai. Ketika menghadapi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, aparatur
melakukan koordinasi dan diskusi bersama untuk menemukan solusi yang tepat. Pola
pembelajaran kolaboratif tersebut menciptakan budaya kerja yang adaptif sekaligus
mempercepat proses transfer pengetahuan di lingkungan organisasi.

Berbagai strategi penguatan kapasitas yang diterapkan terbukti memberikan
dampak positif terhadap peningkatan kompetensi aparatur. Aparatur menjadi lebih
mampu mengoperasikan sistem digital, mengatasi permasalahan teknis yang muncul, serta
memberikan pendampingan kepada masyarakat yang masih mengalami keterbatasan
dalam penggunaan layanan berbasis teknologi. Dengan demikian, penguatan sumber daya
manusia tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas individu aparatur, tetapi
juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Temuan ini mendukung pandangan Hayat (2014) yang menegaskan bahwa
pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi merupakan faktor penting dalam
mewujudkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan adaptif terhadap perubahan.
Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik di KUA Kecamatan Camplong
tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur
yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Teknologi
dan sumber daya manusia merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam
proses transformasi digital, sehingga pengembangan kompetensi aparatur perlu menjadi
bagian integral dari setiap kebijakan digitalisasi pelayanan publik.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Camplong telah diimplementasikan secara optimal melalui
pemanfaatan berbagai sistem layanan berbasis teknologi, khususnya Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Pemanfaatan
teknologi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan,
yang ditunjukkan melalui meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses pelayanan,
penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas administrasi, serta kemudahan akses
masyarakat dalam memperoleh layanan keagamaan. Namun demikian, proses
implementasi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan tingkat
literasi digital masyarakat yang belum merata serta kondisi infrastruktur jaringan internet
yang masih terbatas di beberapa wilayah.
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Lebih lanjut, keberhasilan penerapan pelayanan berbasis digital di KUA Kecamatan
Camplong didukung oleh berbagai strategi pengembangan kapasitas sumber daya manusia
aparatur yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Strategi tersebut diwujudkan
melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, workshop, bimbingan teknis, serta kegiatan
pembelajaran kolaboratif antarpegawai. Berbagai upaya tersebut terbukti mampu
meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi digital, menangani
kendala teknis yang muncul selama proses pelayanan, serta memberikan layanan yang
lebih cepat, tepat, dan responsif kepada masyarakat. Dengan demikian, penguatan
kompetensi aparatur perlu terus menjadi prioritas dalam mendukung pengembangan
layanan digital, sehingga transformasi pelayanan publik dapat berjalan secara efektif,
adaptif terhadap perubahan teknologi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
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